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BAB Vl 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan BPD dalam Penyusunan 

APBDes di Desa Mata Air dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah 

Kabupaten Kupang terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa 

membentuk tim penyusunan APBDes, melakukan musyawarah penyusunan 

APBDes berdasarkan RAPBDes yang sudah disepakati sebelumnya hingga 

jadilah rancangan APBDes.Setelah RAPBDes disepakati oleh BPD maka 

kepala desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes dan 

kepala desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi untuk 

disahkan atau berlaku menjadi APBDes. 

2. Peranan BPD Dalam Penyusunan APBDesa Di Desa Mata Air Kecamatan 

Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah dengan menjaringan aspirasi 

masyarakat dilakukan dengan menampung keluhan-keluhan atau masalah 

masyarakat melalui rapat atau musyawarah yang diwadahi oleh BPD dan 

berperan mengambil keputusan yang mencerminkan kebutuhaan 

kepentingan dan melakukan kerja sama antara BPD dan instansi terkait, 

dimana BPD berkerja sama dengan pemerintah desa, pendamping desa, tim 

ahli dan pemerintah kabupaten/kota terkait penyusunan APBDes, sehingga 

program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Peranan BPD dalam penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan 

dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi 

atau fungsi mereka dimana mereka melakukan dengan beberapa produk 

yang mereka hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan 

menyangkut pelaksanaan APBDes dan keputusan yang diambil oleh BPD 

mencerminkan kebutuhaan kepentingan masyarakat. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa 

hal berikut. 

1. BPD dan aparat desa harus tetap menjalankan tugas pokok mereka agar 

pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan aspirasi yang mereka 

jaring dari masyarakat harus bisa direalisasi. 

2. BPD harus bisa memberikan pencerahaan kepada sebagian masyarakat 

yang belum menyadari akan pentingnya partisipasi mereka dalam 

melaksanakan program-program desa. 

3. BPD dan Pemerintah desa harus menjaga hubungan baik mereka agar 

kemitraan mereka tetap terjaga serta memperhatikan fasilitas dan 

kebutuhan BPD sehingga program desa dapat dijalankan sebagaimana 

mestinya bersama BPD sebagai lembaga legislatif desa atau mitra kepala 

desa. 
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